BAB V
PENUTUP
5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa tahun
anggaran 2024 di Desa Karangsuko, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang,
dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa telah dilaksanakan secara sangat
efektif dengan capaian kinerja diperkirakan berada pada kisaran 85-88%. Hal ini
ditunjukkan oleh keterpenuhan seluruh indikator efektivitas menurut Sondang P.
Siagian, mulai dari kejelasan tujuan, strategi pencapaian, analisis kebutuhan,
perencanaan, penyusunan program, ketersediaan sarana prasarana, hingga

pelaksanaan yang efisien dan tepat waktu.

Penerapan prinsip-prinsip Good Village Governance (GVG) juga telah
berjalan secara konsisten, meliputi partisipasi aktif masyarakat melalui
Musyawarah Desa, transparansi dalam publikasi anggaran dan kegiatan,
akuntabilitas melalui dokumentasi keuangan yang lengkap, responsivitas terhadap
aspirasi lokal, penerapan keadilan dan inklusivitas, serta kepatuhan terhadap
regulasi desa. Meskipun demikian, aspek pengawasan partisipatif dari masyarakat

umum masih dapat ditingkatkan untuk memperkuat akuntabilitas.

Dampak dari efektivitas pengelolaan Dana Desa terbukti bersifat
multidimensi. Pada aspek ekonomi, pembangunan infrastruktur memperlancar
distribusi hasil pertanian, membuka peluang usaha, serta meningkatkan pendapatan
warga melalui sistem swakelola. Dari sisi sosial dan kelembagaan, terjalin

kepercayaan publik yang lebih kuat, meningkatnya partisipasi warga, serta sinergi
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antar-lembaga desa. Dampak lingkungan terlihat dari berkurangnya banjir dan
genangan, membaiknya sanitasi, serta terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan
nyaman. Di sektor pertanian, infrastruktur yang memadai mendukung produktivitas
dan mengurangi risiko gagal panen. Sementara itu, peningkatan kualitas hidup
warga tercermin dari kemudahan akses pendidikan, kesehatan, serta aktivitas sosial

dan keagamaan.

Dengan demikian, pengelolaan Dana Desa di Desa Karangsuko pada tahun
2024 bukan hanya menghasilkan output fisik berupa infrastruktur yang memadai,
tetapi juga memberikan outcome dan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan
masyarakat. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Dana Desa, apabila dikelola
dengan prinsip GVG dan strategi yang tepat sasaran, dapat menjadi instrumen
pembangunan desa yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan

kualitas hidup warga.

5.2.Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, peneliti
memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak
terkait. Pemerintah Desa Karangsuko disarankan untuk terus meningkatkan
pelibatan masyarakat tidak hanya dalam tahap perencanaan, tetapi juga dalam
pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan, guna mewujudkan tata kelola

yang lebih partisipatif dan transparan.

Pemerintah daerah dan pendamping desa diharapkan untuk memperkuat

pembinaan dan supervisi terhadap pemerintah desa dalam hal pelaksanaan teknis
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pengelolaan Dana Desa serta mendorong terwujudnya budaya administratif yang
tertib dan akuntabel. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas ruang
lingkup kajian dengan menelaah lebih dalam tentang dampak jangka panjang
pembangunan infrastruktur terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat desa,
serta mengevaluasi aspek keberlanjutan pembangunan berbasis Dana Desa secara

olebih komprehensif.
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